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Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yakni legidatif, eksekutif, dan
kekuasaan kehakiman. Setelah amendemen UUD NRI 1945, Indonesia memiliki lembaga kehakiman, yakni
Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK ditujukan untuk menafsir dan mengawal konstitusi melalui
putusannya. Salah satu kewenangan dari MK adalah memberikan putusan terkait dengan pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden atau proses impeachment Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam
proses impeachment Presiden ada beberapa lembaga yang berperan, yakni lembaga politik DPR dan MPR
sertalembaga peradilan yaitu MK. Adapun yang menjadi masalah proses yang dilaksanakan DPR ini adalah
bersifat politis walaupun atas dasar dugaan pelanggaran hukum. Berbeda dengan lembaga politik, tentu
lembaga peradilan mengambil keputusan berdasarkan fakta material. Sehingga, timbul persoalan jika MK
memutuskan Presiden bersalah dan MPR kemudian membatalkan putusan tersebut dengan tidak
memberhentikan Presiden. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dalam penelitian ini dengan
menganalisis prinsip hukum dan sumber hukum tertulis terkait dengan impeachment di Indonesia dan
membandingkannya dengan mekanisme impeachment di negaralain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Peranan MK melalui putusannya memiliki peran yang strategis sebab putusan tersebut final dan mengikat
bagi DPR sebagai pihak yang melakukan permohonan ke MK. Selain itu, putusan MK disini bukan sebagai
vonistetapi lebih kepada suatu pertimbangan hukum bagi DPR dan MPR. Maka dari itu, perlu untuk
melakukan amendemen UUD 1945 dengan menjelaskan secara tegas mengenai sifat final dan mengikat
putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.

...... Montesqguieu divided government power into three branches, namely legidative, executive, and judicial
powers. After the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia has ajudicial
ingtitution, namely the Constitutional Court (MK). The formation of the Constitutional Court is intended to
interpret and guard the constitution through its decisions. One of the powers of the Constitutional Court isto
give decisions related to the dismissal of the President and/or Vice President or the impeachment process of
Article 24C paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. MK. The problem with the
process carried out by the DPR isthat it is political in nature even though it is based on alleged violations of
the law. In contrast to political institutions, of course the judiciary makes decisions based on material facts.
Thus, aproblem arisesif the MK decides the President is guilty and the MPR then cancels the decision by
not dismissing the President. The author uses the juridical-normative method in this study by analyzing legal
principles and written legal sources related to impeachment in Indonesia and comparing them with
impeachment mechanisms in other countries. The results of the study show that the role of the MK through
its decisions has a strategic role because the decisions are final and binding for the DPR as the party making
the application to the MK. In addition, the MK decision hereis not averdict but rather alegal consideration
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for the DPR and MPR. Therefore, it is necessary to amend the 1945 Constitution by clearly explaining the
final and binding nature of the Constitutional Court's decision in the process of dismissing the President or
Vice President.



